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ABSTRACT 
SITTI SYAHRANI NASIRU (B111 12 398). “VICTIMOLOGY 
OBSERVATION TOWARDS BEGAL CRIMINALITY (A STUDY CASE IN 
MAKASSAR, 2013-2015)”, Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si 
as the supervisor and Dr. Haeranah, S.H., M.H. as the Co-Supervisor. 
  
This study aimed to discover the role of the victims towards the 
occurance of begal in Makassar. In addition, police force’s effort in 
overcoming begal criminality in Makassar was also observed in this 
present study. 
Participants of this study are those who get involved in begal 
criminality, particularly in Makassar. Besides, the informants were drawn 
by the policeman and the victims. The data was collected by conducting 
interview and documentaries. Then, data was analyzed qualitatively and 
quantitatively. 
The result shows that Begal criminality in Makassar was generally 
increased year by year. With the total number of 1392 cases in 2010 to 
2014, it was categorized as the spite number of criminality. Carelessness 
is the major factor why the citizen become the victim of begal criminality. In 
addition, the lack of awareness and guard while driving in the night was 
also the reason why begal occured. Efforts to handle this criminality are by 
taking the preventive and represive action which done by the police force 
in Makassar. Additionally, citizen’s participation in preventing begal also 
takes a role in overcoming the begal criminality it self. 
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ABSTRAK 
SITTI SYAHRANI NASIRU (B111 12 398). “TINJAUAN VIKTIMOLOGIS 
TERHADAP KEJAHATAN BEGAL (STUDI KASUS DI KOTA 
MAKASSAR TAHUN 2013-2015)”, Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., 
M.H., M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku 
pembimbing II. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban terhadap 
terjadinya kejahatan begal di Kota Makassar. Upaya-upaya yang 
dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi kejahatan begal di Kota 
Makassar. 
Sampel pada penelitian ini adalah para pihak yang terkait  dengan 
kejahatan begal di Kota Makassar. Selain itu dipilih juga narasumber dari 
para polisi dan korban. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan 
dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kasus kejahatan 
begal di Kota Makassar secara umum mengalami peningkatan dari tahun 
ke tahun, yaitu dengan total jumlah 1392 kasus dari tahun 2010 sampai 
2014, jumlah yang sebenarnya tergolong sangat banyak. Sikap lalai yang 
dimiliki oleh korban menjadi peranan utama mengapa seseorang dapat 
menjadi korban kejahatan begal, selain itu karena kurangnya 
kewaspadaan serta kurangnya pengawasan ketika berkendara pada 
malam hari juga menjadi salah satu peranan korban. Upaya mencegah 
kejahatan begal di Kota Makassar adalah dengan upaya preventif dan 
upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian dan peran serta dari 
masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sejak adanya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kedudukan pelaku 
kejahatan sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia semakin 
menarik perhatian. Namun, dengan banyaknya materi KUHAP yang 
mengatur tentang perlindungan pelaku kejahatan mengakibatkan porsi 
perlindungan yang diberikan terhadap korban menjadi tidak memadai. 
Dalam suatu tindak pidana, korban kejahatan pada dasarnya 
merupakan pihak yang paling menderita namun tidak memperoleh 
perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada para 
pelaku kejahatan. Hal inilah yang menyebabkan kondisi korban justru 
tidak diperhatikan sama sekali ketika pelaku kejahatan telah dijatuhi 
sanksi pidana oleh pengadilan. 
Jika kita perhatikan, dalam penyelesaian perkara pidana sering kali 
hukum lebih mementingkan hak-hak tersangka, sementara hak-hak 
korban malah terabaikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi 
Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang 
berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk 
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mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa 
memperhatikan pula hak-hak para korban.”1 
Melihat rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara 
pidana dikemukakan juga oleh Prassel yang menyatakan sebagai berikut: 
 “Korban merupakan sosok yang terlupakan dalam studi kejahatan. 
Para korban kekerasan, perampokan, pencurian, dan tindak 
lainnya telah diabaikan oleh polisi, pengadilan, dann akademisi 
yang hanya berkonsentrasi dalam mempelajari penjahat” 
 
Dari uraian di atas, kita dapat melihat posisi korban dalam suatu 
tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum. 
Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat 
perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada 
bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal 
itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka. 
Dalam perkembangannya pandangan masyarakat terhadap korban 
dapat mempercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si 
pelaku. Si pelaku berperan aktif dan si korban berperan pasif, dalam hal 
ini korban dianggap sebagai ”korban yang bersalah” dalam terjadinya 
tindak pidana, hal ini menyebabkan si pelaku menjadi fokus perhatian 
reaksi sosial (peradilan), sedangkan korban mengalami hal kurang 
perhatian dan akhirnya dianggap kurang penting dalam proses reaksi 
sosial,kecuali hanya sekedar sebagai obyek bukti (saksi korban) dan 
bukan sebagai subyek (dalam Sistim Peradilan Pidana di Indonesia). 
                                                          
1Andi Hamzah, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (Bandung: Binacipta, 1986), hlm.33. 
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Manusia sebagai makhluk sosial sepanjang sejarahnya akan 
senantiasa mengadakan interaksi-interaksi sosial dengan sesamanya dan 
dengan terjadinya interaksi ini, maka tumbuh dan terciptalah beberapa 
bentuk pola manusia didalam masyarakat. Pola tersebut tentunya ada 
yang selaras dan ada pula yang menyimpang dari norma-norma atau 
kaidah-kaidah yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai pedoman 
hidup. Pola perilaku manusia yang menyimpanglah yang tentu saja akan 
mengakibatkan kerugian pada pihak lain, berbagai macam tindak pidana 
ataupun perilaku manusia yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku 
baik itu kejahatan ataupun pelanggaran akan menimbulkan berbagai 
permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada pihak korban 
pada khususnya. 
Begitupun dengan perlindungan korban dalam tindak pidana 
pencurian disertai kekerasan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 
(1) KUHPIDANA, sebagai berikut: 
Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun 
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal 
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 
 
Begal merupakan salah satu tindak kejahatan yang berkaitan 
dengan Perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda 
seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, 
tidak hanya bagaimana mengatasi dan menanggulangi maraknya tindak 
kejahatan begal. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah bagaimana 
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proses terjadinya korban kejahatan begal, serta bagaimana peranan 
korban dalam mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut. 
Kejahatan begal merupakan salah satu tindak pidana yang marak 
terjadi di kota Makassar saat ini. Kebutuhan hidup yang tak tercukupi 
(faktor ekonomi), rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya 
pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan 
keluarga dan sosial masyarakat  menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya 
tindak pidana tersebut. 
Selain itu para korban juga memiliki faktor penyebab terjadinya 
kejahatan. Contohnya, korban utamanya perempuan, diakui atau pun 
tidak, tidak jarang menggunakan perhiasan berlebihan saat keluar pada 
malam hari. Kenyataan ini kemudian membuka kesempatan besar bagi 
para begal untuk melancarkan aksinya. Bukankah dalam jargon sebuah 
acara televisi di beberapa tahun lalu seorang tokoh yang dijuluki ‘bang 
napi’ selalu memperingatkan para pemirsa bahwa kejahatan terjadi bukan 
hanya karena niat pelakunya tetapi juga karena ada kesempatan. Dengan 
itu, kita kemudian diperingatkan untuk senantiasa waspada. Meminimalisir 
segala kemungkinan terjadinya kejahatan begal yang sedang mengincar 
kita.  
Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti 
dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul, 
Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus 
di Kota  Makassar Tahun 2013-2015). 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan  
diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah peranan korban terhadap kejahatan begal di Kota 
Makassar? 
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak 
kepolisian dalam menanggulangi adanya korban kejahatan begal 
di Kota Makassar? 
 
C. Tujuan 
Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan di 
atas, yaitu : 
1. Untuk mengetahui peranan korban terhadap kejahatan begal di 
Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan 
oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban 
kejahatan begal di Kota Makassar. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Kegunaan penelitian ini diantaranya: 
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1. Sebagai penelitian yag dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, 
diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi 
almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
2. Untuk menambah wawasan penulis khususnya pada bagian 
hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam 
penyelesaian studi pada fakultas hukum universitas hasanuddin. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Viktimologi 
1. Pengertian Viktimologi 
Viktimologi berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban 
dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu 
studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan 
akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia 
sebagai suatu kenyataan sosial.2 Selain itu viktimologi juga merupakan 
suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi 
(criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu 
kenyataan sosial.3 
Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu: 
1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional; 
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi 
antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; 
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh 
unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.4 
 
                                                          
2Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 
antara Norma dan Realita, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 34. 
3Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, 
Yogyakarta, 2010, hlm 43.   
4Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm.40. 
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Menurut J.E.Sahetapy, viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang 
membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan 
menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan 
mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai 
bidang kehidupan dan penghidupannya.5 
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban 
kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan 
penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan 
penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan 
hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan 
kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang 
dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan 
lain-lainnya. 
Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada 
awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase 
ini dikatakan sebagai penal or special victimology. Pada fase kedua, 
viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi 
meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini desebut sebagai general 
victimology. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi 
yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan 
hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai new victimology.6 
 
                                                          
5J.E. Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 158   
6Rena Yulia, op.cit, hlm 44-45.   
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2. Ruang Lingkup Viktimologi 
Viktimologi yang pada hakikatnya merupakan pelengkap atau 
penyampurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha 
menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau 
penimbulan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara 
dimensional dan bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi 
dan mencegah penderitaan dan kepedihan didunia ini. Antara lain yang 
ingin dicegah adalah pelaksanaan politik kriminal yang dapat 
menimbulkan berbagai kejahatan atau viktimisasi (penimbulan korban) 
lain lebih lanjut antara yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan demi 
suatu keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan. Jadi, jelas 
viktimologi yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat merupakan 
sarana untuk memperjuangkan hak dan kewajiban manusia. 
Menurut J.E. Sahepaty ruang lingkup viktimologi meliputi 
bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu 
victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan7, 
termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban 
kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. 
Namun dalam perkembangannya di tahun 1985 Separovic 
mempelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena 
adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji 
korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam 
                                                          
7J.E. Sahetapy, op.cit, hlm. V. 
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diluar kemauan manusia (out of man’s will). Pada tahap perkembangan ini 
pula, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan 
kompleks. Persepsinya tidak hanya jumlah korban (orang), namun juga 
korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara.  
Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara 
fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. 
Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi 
yang meliputi :8  
a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan 
kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan 
angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan 
peperangan lokal atau dalam skala internasional;  
b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi 
antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang 
tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek 
lingkungan hidup;  
c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap 
anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau 
orang tuanya sendiri;  
d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan 
obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan 
lain-lain;  
e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang 
menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan 
maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-
undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi 
kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.  
 
Dengan demikian objek studi atau ruang lingkup perhatian 
viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:9 
a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas 
b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal 
                                                          
8Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, 
hlm 22.  
9Arif Gosita, op.cit, hlm. 329. 
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c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi 
suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, 
pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, 
hakim, pengacara, dan sebagainya. 
d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-
kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi usaha-
usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan 
pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. 
e. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. 
 
Mengingat pentingnya viktimologi dalam mengusahankan keadilan 
dan kesejahteraan setiap anggota masyarakat dimana saja, maka benar 
apabila kita bersama mengusahakan pengembangan viktimologi. 
Tujuannya untuk memberikan landasan dalam menyikapi kehidupan 
dengan beragam cara, dan mengusahakan pelayanan perlakuan yang 
manusiawi terhadap mereka yang teribat dalam berbagai viktimisasi. 
 
3. Manfaat Viktimologi 
Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan 
merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan 
ilmu itu sendiri. Dengan demikian manfaat yang dapat diperoleh dari suatu 
ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat 
baik sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk 
dipelajari dan dikembangkan. Hal ini yang sama akan dirasakan pula pada 
saat mempelajari viktimologi. 
Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparatur penegak hukum, 
seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Dengan 
dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh 
dari mempelajari viktimologi. 
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Bagi aparat Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya 
penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui 
latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana 
modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan 
aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.  
Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara 
pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan 
diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai 
korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.  
Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan 
yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya 
viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam 
persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami 
kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau 
tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap 
pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.10 
Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya 
memperbaiki berbagai kebijakan/ perundang-undangan yang selama ini 
terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban. 
                                                          
10Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op.cit, hlm. 39. 
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Viktimologi juga berperan dalam penghormatan hak-hak asasi 
korban sebagai manusia , anggota masyarakat dan sebagai warga negara 
yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang 
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. 
Pada dasarnya manfaat viktimologi berkenaan dengan tiga hal 
utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu: 
a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak 
korban dan perlindungan hukum. 
b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban  
dalam suatu tindak pidana. 
c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya 
korban.11 
 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban 
sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. 
Dalam usaha mencari kebenaran dan dalam usaha mengerti akan 
permasalahan tindak pidana, kejahatan, delikuensi, dan devisiasi sebagai 
satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. 
Arif Gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan 
mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut:12 
a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 
viktimisasi bagi mereka yang teribat dalam proses viktimisasi. 
Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-
pengertian,etiologi kriminal, konsepsi-konsepsi mengenai 
usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam 
menghadapi dan menaggulangi permasalahn viktimisasi 
kriminal diberbagai bidang kehidupan dan penghidupan. 
                                                          
11Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1989): 
Edisi Pertama – Cetakan Kedua, hlm.74. 
12Rena Yulia, op.cit., hlm 37-38. 
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b. Viktimologi memberikan sumbangsih yang lebih dalam mengerti 
lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang 
menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya 
tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk 
memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan 
peran korban, serta hubungannya denganm pihak pelaku serta 
pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya 
pencegahan dalam berbagai macam viktimisasi demi 
menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka 
yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi 
suatu viktimisasi. 
c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai 
bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan 
pekerjaan mereka. 
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia 
ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, 
akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadiya 
viktimisasi ekonomi, politik, dan sosialsetiap kali seorang 
pejabat menyalahgunakan jabatannya dalam pemerintahan 
untuk keuntungan sendiri. 
e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi 
dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal 
dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. 
 
B. Korban 
1. Pengertian Korban 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata 
Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran 
HAM yang berat,  korban adalah “orang perseorangan atau kelompok 
orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari 
ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun. 
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Namun secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya 
sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak 
langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan 
sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri 
kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang 
kehilangan anaknya, dan lainnya.13 
Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang 
nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang 
menyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan 
oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban 
adalah: 
1. Setiap orang, 
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
3. Kerugian ekonomi, 
4. Akibat tindak pidana. 
 
Menurut Mendelsohn14, berdasarkan derajat kesalahannya korban 
dibedakan menjadi lima macam, yaitu:  
1. Yang sama sekali tidak bersalah;  
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;  
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;  
4. Yang lebih bersalah dari pelaku; 
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini 
pelaku dibebaskan). 
                                                          
13Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op.cit, hlm. 51. 
14op.cit, hlm. 52. 
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Berbagai pengertian tentang korban juga banyak dikemukakan baik 
oleh para ahli maupun yang bersumber dari konvensi-konvensi 
internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagaimana 
diantaranya sebagai berikut:  
a. Arif Gosita 
Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah 
dan rohaniah sebagai akibat tindakan yang mencari pemenuhan 
kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. 
 
b. Cohen 
Mengungkapkan bahwa korban (victim) adalah “whose pain and 
sufferinghave been negiected by the state while it spends 
immenseresourcesto hunt down and punish the offender who 
responsiblefor that pain and suffering”. 
 
c. Muladi  
Korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individual 
maupun secara kolektiv telah menderita kerugian, tgermasuk 
kerugian fisik ataupun mental, emosional, ekonomi, gangguan 
substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui 
perbuatan ataupun omisiyang melanggar hukum pidana di 
masing-masing negara , termasuk penyalahgunaan kekuasaan. 
 
d. Ralph de Sola 
Korban (victim) adalah “....person who has injuriedmental or 
physical suffering. Loss of property or death resulting froman 
actual or atemted criminal by another....”. 
 
e. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau 
ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 
f. Undang-Undang No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi. 
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Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang 
mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, 
kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, 
atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban 
adalah ahli warisnya. 
g. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 angka (3) 
dan Pasal 1 angka (5) UUKKR. 
Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang 
mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan 
mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak 
manapun. 
h. Deklerasi PBB dalam The Decleration of Basic Principles of 
Justice for Victims of Crime and Abuse Power 1985. 
Victims means person who, individually or collectively, have 
suffered harm, including physical or mental injury, emotional 
suffering, economic loss or substansial impairment of their 
fundamental rights, through acts or omissions that are in 
violation of criminal laws operative within member states, 
including those laws proscribing criminal abuse power. 
 
Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat 
dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau 
kelompok yang secara langsung menderita akbat dari perbuatan-
perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi 
dirinya/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya 
keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang 
yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi 
penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.15 
 
                                                          
15Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op.cit, hlm. 34. 
18 
 
2. Tipologi Korban 
Tipologi kejahatan dimensinya dapat dilihat dari dua perspektif 
,yaitu: 
1. Ditinjau dari perspektif tingkat keteribatan korban dalam 
terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzat 
Abdul Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu: 
a. Nonparticipating victim adalah mereka yang 
menolak/menyangkal kejahatan dan penjahat tetapi tidak 
turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. 
b. Latent or predisposed victims adalah mereka yang 
mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi 
korbanpelanggaran tertentu. 
c. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan 
kejahatan atau pemicu kejahatan. 
d. Particapting victims adalah mereka yang tidakmenyadari 
atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya 
menjadi korban. 
e. False victims adalah mereka yang menjadi korbankarena 
dirinya sendiri. 
 
2. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka 
Stepen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh 
bentuk yaitu: 
a. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang 
potensial. Untuk itu, dari aspek tanggungjawab sepenuhnya 
berada dipihak korban. 
b. Proactive victims merupakan korban yang disebabkan 
peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena 
itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan 
pelaku secara bersama-sama. 
c. Participacing victims hakikatnya perbuatan korban tidak 
disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. 
Misalnya, mengambil uang dibank dalam jumlah besar yang 
tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tasplastik 
sehingga mendorong orang lain untuk merampasnya. Aspek 
ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku. 
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d. Biologically weak victims adalah kejahatan disebabkan 
adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan 
manusia lanju usia (manula) merupakan potensial korban 
kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak 
pada masyarakat atau pemerintahsetempat karena tidak 
dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak 
berdaya. 
e. Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan 
oleh masyarakat yang bersangkutan seperti gelandangan 
dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu 
pertanggungjawabanya secara penuh terletak pada pelaku 
atau masyarakat. 
f. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang 
dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa 
korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya 
terletak pada korban sekaligus sebgai pelaku kejahatan. 
g. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. 
Secara sosiologis, korban ini tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan 
konstelasi politik16 
 
Selain pengelompokan diatas, masih ada pengelompokan korban 
menurut Sellin dan wolfgang, yaitu sebagai berikut: 
a. Primary victimization, yaitu korban berupa individu 
perorangan (bukan kelompok) 
b. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya 
badan hukum. 
c. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas. 
d. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, 
misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan 
produk17 
 
 
C. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Beragamnya pengertian kejahatan (crime) menjadikan tidak adanya 
definisi baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara 
                                                          
16Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi (Denpasar: 
Djambatan, 2003), hlm.123. 
17Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op.cit, hlm. 49. 
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komprehensif. Namun secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah 
laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan 
merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh 
masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.18 
Pada awalnya, kejahatan hanyalah merupakan “cap” yang 
diberikan masyarakat pada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak 
layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang 
berlaku dalam masyarakat. Tetapi jika dikaitkan dengan kejahatan-
kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
perumusan kejahatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Sejumlah pakar hukum pidana mendefinisikan kejahatan 
berdasarkan pemikiran mereka masing-masing, salah satunya adalah R. 
Soesilo. Definisi kejahatan menurut R.Soesilo dalam bukunya berjudul 
“Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar 
Lengkap Pasal Demi Pasal” (1985, Penerbit Politeia) membedakan 
pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang 
secara yuridis sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang 
yuridis, menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan 
tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut 
pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah 
                                                          
18Abdul Wahid, Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum (Bandung: 
Refika Aditama, 2004), hlm.52. 
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laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan 
masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan 
ketertiban.19 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan merupakan 
perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang 
berlaku dan telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). 
Kejahatan merupakan hasil interaksi antara yang ada dan saling 
mempengaruhi. Demikian juga perkembangan kejahatan yang terjadi di 
daerah perkotaan. Peserta-peserta interaksi sebagai fenomena yang ikut 
serta dalam terjadinya kejahatan mempunyai hubungan fungsional satu 
sama lain. Bahkan ada yang kemungkinan yang bertanggung jawab 
fungsional terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Adapun yang disebut 
peserta-peserta dalam timbulnya kejahatan, antara lain : para pelaku, 
korban, pembuat undang-undang, pihak kepolisian, kejaksaan, 
kehakiman, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Dengan kata lain, 
semua fenomena baik maupun buruk yang dapat merupakan faktor 
kriminogen (yang dapat menimbulkan kejahatan) harus diperhatikan 
dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan atau 
penyimpangan itu. 
Dapat dikatakan, perilaku kejahatan adalah suatu perilaku yang 
beradaptasi pada atau hasil kondisi lingkungan tertentu. Dengan 
                                                          
19R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap 
Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea, 1985). 
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demikian, kita sampai pada perhatian adaptasi pada suatu lingkungan 
sebagai suatu proses yang menentukan. 
Menurut Black bahwa crime is a social harm that the law makes 
punishable; the breach of a legal duty treated as the subjectmatter of a 
criminal proceeding,” sedangkan Huge D. Barlow, sebagaimana yang 
dikutip oleh Topo Santoso dan Eva A. Zulfa, menyebutkan bahwa 
kejahatan adalah a human act that violates the criminal law.20 
Sekalipun perumusan kejahatan sangat beragam namun pada 
intinya memiliki kesamaan unsur, dengan mengacu pada pendapat 
Kimball, unsur-unsur kejahatan itu adalah: 
1. An actor; 
2. With a guilty mind (mens rea); 
3. Who causes; 
4. Harm; 
5. In particular way or setting, and; 
6. A lawmaker who has decreed that these circumstances expose 
the actor to imposition of fine, imprisonment, or death as a 
penalty. 
 
2. Hubungan Korban Kejahatan dan Pelaku Kejahatan 
Dalam terjadinya sebuah kejahatan, korban memiliki peranan yang 
fungsional. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan orang lain menjadi 
korban, sebagaimana yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa 
hubungan antara korban dengan pelaku adalah hubungan sebab akibat. 
Akibat perbuatan pelaku, yaitu suatu kejahatan dan korban yang menjadi 
                                                          
20Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2002), hlm. 13. 
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objek sasaran pelaku menyebabkan korban harus menderita karena 
kejahatan. 
Secara sosiologis dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan 
masyarakat, semua warga negara berpartisipasi penuh atas terjadinya 
kejahatan, sebab masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem 
kepercayaan yang melembaga (system of istitutionalized trust). Tanpa 
kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik 
sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan 
terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur 
organisasional. 
Kerugian yang dialami oleh korban akibat terjadinya suatu 
kejahatan tidak selalu berupa kerugian materiil, atau penderitaan fisik 
saja, tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah kerugian atau dampak 
psikologis. Korban kejahatan bisa terus merasa dibayang-bayangi oleh 
kejahatan yang telah menimpanya yang dapat menghalanginya untuk 
beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. 
Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan yang menimpa 
dirinya tentu akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut. Dengan 
kata lain, dapat merupakan suatu bentuk terutama kehilangan 
kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum, yang berwujud 
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munculnya gejala-gejala rasa takut, gelisah, sinisme, rasa curiga, depresi, 
kesepian, dan berbagai perilaku penghindaran yang lain.21 
Menurut E. Kristi Poerwandari,22 dalam kekerasan terhadap 
perempuan hubungan antara pelaku dengan korban sangat beragam 
pelaku, dapat berupa: 
1. Orang asing/ tidak saling kenal; suami; pasangan hubungan 
intim lain (pacar, tunangan, bekas suami, dan lain-lain); kenalan/ 
teman; anggota keluarga inti dan/ atau luas; teman kerja; 
2. Orang dengan posisi otoritas: atasan kerja/ majikan; guru/ 
dosen/ pengajar; pemberi jasa tertentu (konselor, dokter, 
pekerja sosial, dan lain-lain); 
3. Negara dan/ atau wakilnya: polisi/ anggota militer; dan pejabat 
(individu dalam kedudukan sebagai pejabat). 
 
Untuk kejahatan-kejahatan di luar kekerasan dalam rumah tangga 
hubungan pelaku dengan korban sangat beragam, tetapi pada umumnya 
antara pelaku dan korban tidak memiliki relasi secara langsung atau tidak 
saling mengenal. 
 
3.  Peran Korban Dalam Terjadinya Kejahatan 
Dalam kajian viktimologi terdapat presfektif dimana korban bukan 
saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki 
keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.  
Menurut Stephen Schafer23 ditinjau dari persfektif tanggung jawab 
korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut :  
                                                          
21E. Kristi Poerwandari, Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik, 
dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan 
Alternatif Pemecahannya, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 33-34. 
22E. Kristi Poerwandari, op.cit., hlm.12-13. 
23Lilik Mulyadi, op.cit, hlm 124.   
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1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. 
Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada 
dipihak korban;  
2. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan 
peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, 
dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku 
secara bersama-sama;  
3. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari 
dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, 
mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa 
pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga 
mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini 
pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;  
4. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya 
keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia 
lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. 
Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada 
masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat 
memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;  
5. Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan 
kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, 
pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat 
atau masyarakat;  
6. Selfvictimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan 
sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung 
jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus 
sebagai pelaku kejahatan;  
7. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara 
sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali 
adanya perubahan konstelasi politik. 
 
Sedangkan ditinjau dari Prespektif keterlibatan korban dalam 
terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah24 menyebutkan beberapa 
bentuk, yakni sebagai berikut : 
1. Nonparticipating victims adalah mereka yang tidak menyangkal/ 
menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi 
dalam penanggulangan kejahatan;  
                                                          
24Ibid. 
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2. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai 
karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran 
tertentu;  
3. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan 
kejahatan atau pemicu kejahatan;  
4. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau 
memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi 
korban;  
5. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya 
sendiri;  
 
Selain dari prespektif yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, 
sebagai suatu perbandingan perlu pula dikemukakan beberapa tipologi 
yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang25 sebagai berikut :  
1. Primary victimization, yang dimaksud adalah korban individual. 
Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);  
2. Secondary victimization,yang menjadi korban adalah kelompok, 
misalnya badan hukum;  
3. Tertiary victimization, yang menjadi korban adalah masyarakat 
luas;  
4. Mutual victimization,yang menjadi korban adalah si pelaku 
sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkotika;  
5. No victimization, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban 
melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya 
konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil 
produksi.  
 
Berdasarkan hal di atas maka menunjukkan bahwa dalam suatu 
kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri 
sehingga terjadi kejahatan.  
Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya 
karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila 
mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara 
                                                          
25Ibid. 
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dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran 
korban dalam timbulnya suatu kejahatan.  
Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam 
terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak 
sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang 
pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala 
sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping 
diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran 
kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, 
mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.  
Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri 
seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan 
yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan 
kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata 
menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial , justru harus 
pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu 
terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul 
tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.  
Hentig26, seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan 
bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah : 
1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk 
terjadi;  
                                                          
26Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2011, hlm 9.   
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2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban 
untuk memperoleh keuntungan lebih besar;  
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja 
sama antara si pelaku dan si korban;  
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila 
tidak ada provokasi si korban.  
 
D. Begal 
1. Pengertian Begal 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud 
dengan begal adalah penyamun.27 Membegal berarti merampas di jalan 
atau menyamun. Sedangkan Pembegalan berarti proses, cara, perbuatan 
membegal, perampasan di jalan atau penyamunan. Dan ini sering terjadi 
sehingga penduduk di daerah itu tidak berani memakai perhiasan jika 
berpergian. 
Dalam bahasa fiqih, sebagaimana tertulis dalam at-Tadzhib fi 
Adillati Matnil Ghoyah wat Taqrib, pelaku begal disebut dengan istilah 
Qutthout Thoriq. Secara harfiah artinya pemotong jalan. Tetapi secara 
maknawi, berarti segerombolan orang yang saling tolong-menolong dan 
bantu-membantu dalam melaksanakan maksud jahat mereka, 
mengganggu orang-orang di jalanan, merampas harta benda, dan tidak 
segan-segan membunuh korbannya. 
Pembegal atau biasa disebut begal, adalah tindakan merampas 
sesuatu dari milik orang lain secara paksa, hampir sama dengan 
perampok, hanya saja ia bisa langsung melukai korbannya. Para 
                                                          
27http://www.kbbi.web.id/begal, diakses 30 Oktober 2015 pukul 21.30 WITA 
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pembegal melakukan tindak kejahatannya tidak pandang bulu bahkan 
tergolong sadis, karena tanpa ada rasa kasihan dan si pembegal langsung 
berani melukai korbannya hingga tewas dan meninggalkannya begitu 
saja. 
Kriminolog Profesor Muhammad Mustofa mengatakan istilah begal 
sudah lama terdengar di dunia kejahatan. Bahkan begal sudah terjadi 
sejak zaman kekaisaran di Cina atau zaman kerajaan di Indonesia. Kata 
begal banyak ditemukan dalam literatur Bahasa Jawa. Begal merupakan 
perampokan yang dilakukan di tempat yang sepi. Menunggu orang yang 
membawa harta benda ditempat sepi tersebut.28 Kata begal dalam bahasa 
Banyumas memiliki arti rampok atau perampok. Dan begalan berarti 
perampasan atau perampokan di tengah jalan.29 
Istilah ‘begal’ adalah kata dasar (lingga) dalam Bahasa Jawa, yang 
telah digunakan dalam Bahasa Jawa Kuno. Secara harafiah, kata jadian 
ambegal dan binegal berarti menyamun, merampok (di jalan). Kata 
pambegalan menunjuk kepada tempat yang baik untuk menyamun. Kata 
membegal berarti merampas di jalan, menyamun. Adapun pembegalan 
berkenaan dengan proses, cara atau perbuatan membegal, perampasan 
di jalan. Pembegalan dilakukan oleh seorang atau beberapa orang 
terhadap seorang atau beberapa orang yang sedang melintas di jalan 
                                                          
28http://www.suara.com/news/2015/03/12/063000/asal-usul-istilah-begal, diakses 1 
November 2015 pukul 12.00 WITA 
29http://ensiklo.com/2014/08/mengenal-tradisi-begalan-masyarakat-banyumas, diakses 1 
November 2015 pukul 12.03 WITA 
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dengan merampas harta benda miliknya disertai atau tanpa disertai 
dengan tindak kekarasan, bahkan tak jarang memakan korban jiwa.30 
Pembegalan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan 
dengan kejahatan yang merugikan orang banyak atau khalayak banyak. 
Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh 
siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam 
skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan 
kehidupan dalam masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang 
apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang 
berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan adalah 
segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri 
terhadap kehendak masyarakat.  
 
2. Ketentuan Pidana Terhadap Kejahatan Begal 
Begal atau dalam istilah hukum adalah pencurian dengan 
kekerasan. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Hamidah Abdurrahman, 
mengatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat 
beberapa jenis pencurian. Menurut dia, dalam KUHP juga mengatur 
sanksi berbeda bagi setiap jenis pencurian. Menurut Hamidah, pencurian 
dalam KUHP dibagi dalam 6 pasal, yaitu Pasal 362 sampai 367. 
Pasal 362, yang merupakan pasal yang digunakan polisi untuk 
menjerat pelaku pencurian biasa. Hamidah mengatakan, pencurian 
                                                          
30http://www.malang-post.com/serba-serbi/redaktur-tamu/99595-kilas-sejarah-begal-jawa-
kuna, diakses pada 2 November 2015 pukul 09.00 WITA 
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dengan unsur pemberatan ialah seperti pencurian ternak, pencurian yang 
dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa 
laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta 
api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian pada 
waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, serta pencurian yang dilakukan oleh orang yang ada di situ 
tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. 
Hamidah menuturkan pelaku pembegalan bisa dijerat dengan Pasal 
365 karena sebelum mengambil motor milik orang lain, begal memberikan 
ancaman hingga melakukan kekerasan pada korbannya. Bahkan jika 
begal tersebut mengakibatkan kematian korbannya maka dia bisa 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun hingga 
pidana mati atau seumur hidup.31 
Menurut akademisi hukum dan dosen Universitas Bhayangkara 
Surabaya, Abdul Razak istilah fenomena begal undang-undang hukuman 
pidananya telah tertuang dalam pasal 365 KUHP.32 
Pasal 365 KUHP ayat (1) hingga ayat (4) menjelaskan bahwa 
perbuatan pencurian dengan kekerasan ini ancamannya sangat tegas. 
Pasal 365 ayat (1) mengatur pencurian yang didahului kekerasan 
ancaman hukuman 9 tahun. Ayat (2) pencurian dengan kekerasan yang 
dilakukan pada malam hari, baik di rumah, pekarangan, jalan umum 
                                                          
31 http://www.tempo.co/read/news/2015/02/25/064645236/Apa-Saja-Ancaman-Hukuman-
untuk-Begal-Motor, diakses pada 14 Desember 2015 pukul 06.54 WITA 
32 http://surabayanews.co.id/2015/02/27/13811/begal-diatur-dalam-pasal-365-kuhp.html, 
diakses pada 13 Desember 2015 pukul 21.30 WITA 
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hingga kereta api diancam pidana 12 tahun. Ayat (3) hukuman 15 tahun 
jika menimbulkan kematian. 
Serta di pasal 4 hukuman bisa sampai hukuman mati ataupun 
penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara. Bilamana perbuatan 
pencurian dengan kekerasan ini mengakibatkan korbannya luka ataupun 
meninggal dunia. 
Abdul Razak juga menjelaskan bahwa untuk kasus seperti begal 
penegakan hukum sebenarnya sudah tegas diatur dalam KUHP. Namun 
penerapan hukumnya dinilai masih belum maksimal, terbukti dengan 
banyaknya kasus serupa yang pelakunya hanya disanksi ringan. 
Sehingga dilakukan upaya antisipasi untuk menekan angka 
kejahatan pencurian dengan kekerasan seperti ini. Proses penegakan 
hukum dari mulai penyidikan, penuntutan hingga putusan di pengadilan 
harus ditegakkan seadil-adilnya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitan adalah suatu cara untuk memperoleh data agar 
dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, 
menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat 
dilaksanankannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan 
diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi. 
 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian 
akan dilaksanakan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk 
mendapatkan informasi mengenai masalah yang dibahas adalah wilayah 
hukum Polrestabes Makassar. Alasan penulis memilih wilayah tersebut 
dengan pertimbangan karena banyaknya kasus kejahatan begal yang 
menimpa masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Makassar. 
Pengumpulan data dan informasi dilakukan di berbagai tempat yang 
penulis anggap dapat memberikan kontribusi dalam penelitian. Tempat-
tempat yang dimaksud adalah : 
1. Perpustakaan Umum Universitas Hasanuddin 
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
3. Polrestabes Makassar 
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B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer, yaitu data langsung yang diperoleh melalui 
wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak terkait. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang 
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Sumber data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field 
research), yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi 
dan relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dan diperoleh 
melalui wawancara. 
2. Sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (literature 
research), yaitu buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan, 
karya ilmiah, jurnal ilmiah, dan berbagai data yang dikumpulkan 
melalu media online. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
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1. Wawancara (interview), yakni teknik pengumpulan data dengan 
mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait 
langsung dengan masalah yang dibahas. 
2. Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang penulis 
lakukan dengan cara mengambil data dengan mengamati 
dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak 
yang terkait dalam wilayah hukum Polrestabes Makassar. 
 
D. Analisis Data 
Data dari hasil penelitian penulis dianalisa dengan menggunakan teknik 
kualitatif yaitu teknik menganalisa permasalahan yang digambarkan 
berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan degan fakta 
yang lain, untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan untuk menjelaskan 
dan menguraikan informasi yang diperoleh dengan menggunakan 
pendekatan empiris yaitu dengan menguraikan masalah sesuai data yang 
diperoleh di lapangan guna menghasilkan suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Peranan Korban Terhadap Kejahatan Begal di Kota Makassar 
Untuk mendapatkan informasi mengenai peranan korban terhadap 
kejahatan begal dan untuk mengetahui bagaimanakah upaya 
penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam 
menanggulangi adanya korban kejahatan begal di Kota Makassar, maka 
penulis melakukan pencarian terhadap korban kejahatan begal di Kota 
Makassar untuk diwawancarai. Setelah melakukan pencarian, penulis 
telah mendapatkan sebanyak 10 korban kejahatan begal yang ada di  
Kota Makassar. 
1. Perkembangan Kejahatan Begal di Kota Makassar 
Kejahatan begal adalah salah satu permasalahan yang sedang 
marak terjadi di kehidupan masyarakat akhir-akhir ini, tidak terkecuali di 
kota Makassar dengan berbagai dinamika dan persoalan sosial 
masyarakatnya. 
Kejahatan begal merupakan kejahatan terhadap harta benda yang 
memberikan hasil bernilai ekonomi bagi para pelaku. Kejahatan begal juga 
salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan sangat meresahkan 
masyarakat, kerugian yang dialami korban pun bisa dibilang tidak sedikit. 
Menurut narasumber yang penulis wawancara, Brigpol Riswandi, 
mengatakan bahwa kejahatan begal di Kota Makassar dapat 
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dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Hal ini disebabkan karena lebih 
dari 70% pelakunya berusia remaja atau dibawah umur 17 tahun. Namun, 
tidak menutup kemungkinan kejahatan begal ini dilakukan oleh profesional 
atau yang memiliki komplotan juga. 
Untuk menggambarkan jumlah kejahatan begal yang terjadi di 
wilayah hukum Polrestabes Makassar, penulis menunjukkannya di dalam 
tabel yang didasarkan atas laporan masuk kepada Kepolisian Sektor 
(Polsek), Kepolisian Resort (Polres) di berbagai wilayah Kota Makassar 
dimana data tersebut direkapitulasi oleh pihak Polrestabes Makassar. 
 
Tabel 1 
Jumlah Kejahatan Begal yang dilaporkan di Wilayah Hukum 
Polrestabes Makassar 
Tahun 2010-2014: 
 
No Tahun Jumlah Persentase 
1 2010 413 29,69% 
2 2011 280 20,11% 
3 2012 215 15,44% 
4 2013 199 14,29% 
5 2014 285 20,47% 
 Jumlah 1392 100% 
Sumber: Polrestabes Makassar, 2016 
Secara umum dari tabel di atas dapat dilihat jumlah kejahatan begal 
yang dilaporkan di kota Makassar  mengalami penurunan pada tahun 
2011 dibandingkan pada tahun 2010. Pada tahun 2010 tercatat 413 
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(29,69%) kasus, sedangkan pada tahun 2011 tercatat 280 (20,11%) 
kasus. Kemudian mengalami penurunan lagi selama 2 tahun berikutnya, 
yaitu pada tahun 2012 sebanyak 215 (15,44%) kasus dan pada tahun 
2013 sebanyak 199 (14,29%) kasus. Setelah itu, pada tahun 2014 kasus 
yang dilaporkan mengalami peningkatan lagi, dari 199 kasus menjadi 285 
(20,47%) kasus. 
Jumlah kasus kejahatan begal pada tahun 2013 merupakan jumlah 
paling sedikit yang dilaporkan di Polrestabes Makassar. Sedangkan yang 
paling banyak dilaporkan adalah pada tahun 2010. Melihat hasil dari 
jumlah kasus kejahatan begal selama 5 tahun pada tabel di atas, maka 
secara keseluruhan tercatat berjumlah 1392 kasus, meskipun di tahun 
tertentu mengalami penurunan. 
Dari tabel tersebut kita dapat melihat begitu banyaknya kejahatan 
begal yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Hal ini tentunya 
menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat. Jumlah yang 
mencengangkan tersebut dapat berkurang apabila adanya keterlibatan 
dan kerja sama dari banyak pihak, dalam hal ini polisi menjalankan tugas 
dan fungsinya melindungi dan membantu masyarakat terutama untuk 
menciptakan rasa aman. 
Sementara itu secara khusus berdasarkan data penelitian yang 
diperoleh Penulis dari laporan masyarakat kepada Polrestabes Makassar, 
menunjukkan hasil yang fluktuatif yang akan digambarkan dalam tabel 
berikut ini: 
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Tabel 2 
Jumlah Kejahatan Begal yang ditangani Polrestabes Makassar Tahun 
2010-2014 
 
No Tahun Jumlah Persentase 
1 2010 93 18,30% 
2 2011 79 15,52% 
3 2012 123 24,16% 
4 2013 100 19,64% 
5 2014 114 22,40% 
 Jumlah 509 100% 
Sumber: Polrestabes Makassar, 2016 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah kejahatan begal yang 
ditangani Polrestabes Makassar di kota Makassar mengalami penurunan 
pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010. Pada tahun 2010 tercatat 93 
(18,30%) kasus yang ditangani oleh pihak kepolsian. Sedangkan pada 
tahun 2011 tercatat 79 (15,52%) kasus. Kemudian di tahun 2012 
mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebanyak 123 (24,16%) 
kasus. Selanjutnya, pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 100 
(19,64%) kasus. Dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan lagi sebanyak 
114 (22,40%) kasus kejahatan begal yang ditangani oleh Polrestabes 
Makassar. Jumlah kasus kejahatan begal pada tahun 2011 merupakan 
jumlah paling sedikit yang ditangani oleh Polrestabes Makassar. 
Sedangkan yang paling banyak ditangani adalah pada tahun 2012. 
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2. Peranan Korban Dalam Kejahatan Begal di Kota Makassar. 
Berbicara mengenai viktimologis sangat erat kaitannya dengan 
pembicaraan bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya suatu 
tindak pidana, termasuk salah satunya pada kasus kejahatan begal. Ada 
dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Yang 
pertama adalah adanya niat dari pelaku kejahatan dan yang kedua karena 
adanya kesempatan. 
Niat adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku. Sedangkan 
kesempatan merupakan faktor yang berasal dari dalam diri korban. Hal ini 
disebabkan karena adanya suatu tindakan atau tingkah laku korban 
sehingga mendorong pelaku yang pada awalnya tidak memiliki niat, justru 
menjadi berniat untuk melakukan kejahatan. 
Brigpol Riswandi selaku penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar 
yang berdasarkan wawancara (26 Januari 2016) menjelaskan, terjadinya 
kejahatan begal di Kota Makassar karena adanya faktor yang berasal dari 
korban itu sendiri, yaitu: adanya faktor kelalaian, kurang waspada, dan 
kurangnya pengawasan ketika berkendara pada malam hari. 
1. Kelalaian 
Faktor kelalaian menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan 
begal di kota Makassar. Hal ini disebabkan karena pengendara 
kurang berhati-hati dalam mengamankan barang bawaannya, 
sehingga dapat memancing seseorang melakukan suatu 
kejahatan. Dari kelalaian pengendara tersebut timbullah 
kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan begal di 
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kota Makassar. Contoh dari faktor kelalaian itu dapat kita liat pada 
salah satu korban yang penulis wawancara. Aci (21 tahun) yang 
kala itu berboncengan dengan saudaranya hendak membeli 
kertas ketika waktu menunjukkan pukul 23.00. Saudara Aci yang 
tengah dibonceng sedang asik bermain handphone dan Aci 
sempat memperingatkan saudaranya agar tidak bermain 
handphone, namun saudaranya itu tidak menggubris peringatan 
Aci. Tidak lama setelah itu, kawanan orang yang tidak dikenal 
merampas handphone milik saudaranya. 
2. Kurang Waspada 
Faktor kedua masih berkaitan dengan faktor pertama, yaitu kurang 
waspada. Menurut Brigpol Riswandi, kurang waspadanya 
pengendara menjadi faktor selanjutnya sehingga seseorang dapat 
menjadi korban kejahatan begal dengan mudah. Karena dengan 
kurang waspada menyebabkan seseorang terkadang tidak 
menyadari bahwa hal tersebut bisa saja menjadi penyebab dirinya 
menjadi korban. Masih berkaitan dengan faktor kedua yang 
dikemukakan oleh Brigpol Riswandi, penulis kemudian melakukan 
wawancara dengan orang yang pernah menjadi korban. Yudi (23 
tahun) yang berstatus mahasiswa diharuskan selalu pulang pada 
malam hari karena mengerjakan tugas kelompok bersama teman-
temannya. Suatu malam sekitar pukul 23.00 sepulang 
mengerjakan tugas kelompok di rumah teman, Yudi melintasi jalan 
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Hertasning yang kebetulan sedang sepi. Namun tiba-tiba saja ada 
seorang nenek menghadang motornya. Seketika itu juga, dari 
arah belakang Yudi diancam menggunakan sebilah parang tepat 
dilehernya oleh seorang pria tak dikenal yang menggunakan 
topeng dan topi. Orang tersebut mengambil semua uang yang ada 
pada Yudi. Setelah itu, pria dan nenek tersebut lari meninggalkan 
Yudi. Yudi sengaja tidak melaporkan kejadian tersebut pada polisi 
dengan alasan barang yang diambil tidaklah seberapa. Paling 
tidak motor, laptop, dan ponselnya tidak diambil. Lain lagi dengan 
kejadian yang dialami Anto (33 tahun). Saat itu Anto pulang dari 
rumah orang tuanya yang berada di jalan Tamalate menuju jalan 
Sungai Poso sekitar pukul 22.00. Namun ketika Anto melintas di 
jalan Hertasning, motor Anto dipepet sebuah motor yang 
ditumpangi oleh 2 orang. Salah seorang penumpang motor 
tersebut menarik kerah baju Anto, sehingga Anto menepikan 
motornya untuk berbicara dengan orang itu. Tetapi sesaat setelah 
menepikan motornya, motor Anto malah dirampas oleh 2 orang 
tersebut. Anto berusaha melawan namun 2 orang itu mencoba 
untuk melukai kepala Anto dengan sebilah parang. Sadar 
nyawanya terancam, Anto akhirnya lari meminta pertolongan. Anto 
sempat melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek 
Rappocini. Namun hingga sekarang belum ada hasil yang 
didapatkannya. 
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3. Kurangnya pengawasan ketika berkendara pada malam hari. 
Faktor ketiga seseorang dapat menjadi korban kejahatan begal 
yaitu, kurangnya pengawasan ketika berkendara pada malam hari. 
Faktor terakhir menurut Brigpol Riswandi adalah karena seringnya 
pengendara keluar malam sendirian tanpa adanya pengawasan 
dan tidak sadar melintasi jalan yang sedang sepi. 
Sementara itu mengenai apakah jenis kelamin juga menjadi salah 
satu bentuk peran yang diberikan korban dalam terlaksananya kejahatan 
begal, Brigpol Riswandi memaparkan bahwa sebagian besar korban 
kejahatan begal adalah kaum perempuan, mulai dari remaja hingga orang 
tua. Hal ini dikarenakan kaum perempuan dianggap lemah dan memiliki 
tingkat keberhasilan yang tinggi dalam menjalankan aksi kejahatannya. 
Peranan korban kejahatan tidak hanya mengenai bagaimana 
tindakan yang dilakukan korban sebelum, dan pada saat terjadinya 
kejahatan, akan tetapi juga mengenai bagaimana tindakan yang dilakukan 
korban setelah terjadinya kejahatan, tindakan tersebut berupa melaporkan 
kejadian yang dialaminya atau memilih untuk tidak melaporkan kejadian 
tersebut. Penulis juga akan memaparkan tindakan korban setelah 
terjadinya kejahatan begal dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
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Tabel 3 
Jumlah Korban Kejahatan Begal di Kota Makassar Berdasarkan 
Tindakan Korban Setelah Terjadi Kejahatan. 
 
 Tindakan yang dilakukan Korban Setelah 
Terjadinya Kejahatan 
 
 
Total 
 
Tidak Melapor Polisi Melapor ke Polisi 
Jumlah 8 2 10 
Persentase 80% 20% 100% 
Sumber: Hasil Wawancara Dengan Korban, Maret 2016 
Jumlah di atas menunjukkan bahwa korban yang melaporkan 
kejahatan begal yang dialaminya sebanyak 2 orang (20%) dan jumlah 
korban yang memilih untuk tidak melaporkan kejahatan begal yang 
dialaminya sebanyak 8 orang (80%). Setelah penulis melakukan 
wawancara dengan banyak korban, sebagian besar korban memilih tidak 
melaporkan peristiwa yang mereka alami karena beranggapan bahwa 
melapor ke polisi hanya membuang-buang waktu, urusan menjadi 
berbelit-belit, barang yang hilang tidak bernilai seberapa, dan pada 
akhirnya barang mereka tidak akan kembali. 
 
 
B. Upaya yang Dilakukan Kepolisian dalam Menanggulangi Adanya 
Korban Kejahatan Begal. 
Pihak Kepolisian sebagai pengayom masyarakat telah melakukan 
beberapa upaya-upaya untuk menanggulangi adanya korban kejahatan 
begal, yakni melalui upaya preventif dan upaya represif. 
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Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya 
tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu 
tindak pidana. Upaya ini merupakan tindakan yang dilakukan secara 
sistematik, berencana, terpadu, dan terarah kepada tujuan untuk 
menciptakan suasana yang kondusif guna menekan terjadinya kejahatan 
begal di Kota Makasssar. 
 Sedangkan upaya represif merupakan tindakan-tindakan yang 
dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya 
represif baru diterapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai atau 
efektif lagi untu mengatasi suatu tindak pidana. 
Berdasarkan hasil wawancara Brigpol Riswandi mengatakan bahwa 
upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan begal 
di Kota Makassar adalah: 
1. Dengan bantuan SABHARA (Samapta Bhayangkara) dan BINMAS ( 
Bina Mitra Masyarakat) untuk memberikan pengetahuan melalui 
penyuluhan hukum terhadap hal-hal yang harus dilakukan agar 
terhindar dari berbagai kejahatan termasuk kejahatan begal. Kegiatan 
ini melibatkan seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. 
Penyuluhan ini dilaksanakan pada sekolah-sekolah dan tempat-
tempat umum dalam rangka memberikan pengetahuan kepada 
masyarakat agar tidak menjadi korban dalam kejahatan begal. 
2. Melalui sosialisasi ataupun pemberitaan melalui berbagai media baik 
itu visual ataupun cetak dalam bentuk iklan layanan sosial ataupun 
himbauan yang terpasang diberbagai ruas jalan. 
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3. Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan 
nonpemerintah serta pihak lain dalam rangka penegakan undang-
undang, disamping itu dilakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga 
sosial. 
Brigpol Riswandi mengatakan upaya-upaya diatas belum 
sepenuhnya efektif. Karena jika upaya-upaya diatas sudah efektif, maka 
kejahatan begal tidak ada lagi. Namun upaya-upaya diatas paling tidak 
dapat memberikan pengertian dan memberikan pemahaman kepada 
setiap warga masyarakat untuk lebih waspada dikarenakan setiap orang 
mempunyai potensi untuk menjadi korban. 
Selain itu upaya-upaya diatas juga memberikan pemahaman 
kepada masyarakat bahwa setiap perbuatan tindak pidana mempunyai 
sanksi tegas kepada setiap pelakunya. Jadi tidak hanya menghimbau 
masyarakat untuk berhati-hati tetapi upaya-upaya diatas juga mengajak 
masyarakat untuk bertindak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang 
berlaku. 
Selain itu Brigpol Riswandi juga menyatakan bahwa upaya represif 
dilakukan dengan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk 
kejahatan begal. Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas 
terhadap pelaku tindak pidana, guna memberikan efek jera, sesuai 
dengan rasa keadilan di dalam masyarakat dan kepastian hukum. 
Walaupun upaya represif lebih mengarah terhadap tindakan yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian, akan tetapi korban juga memiliki andil 
untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan begal tersebut. 
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Salah satu caranya adalah dengan cara melaporkan setiap kejahatan 
yang dialaminya ke pihak yang berwajib. 
Selain itu, mendata kasus kejahatan begal, melakukan penyelidikan 
pelaku begal, melakukan penangkapan pelaku begal, mengadakan 
pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti serta upaya hukum 
lainnya dalam rangka penyidikan perkara kejahatan begal di kota 
Makassar, dan selanjutnya jika sudah lengkap (P-21) segera dilimpahkan 
ke kejaksaan. 
Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, maka sebaiknya 
diupayakan peningkatan peralatan pendukung dari yang ada saat ini. 
Untuk melakukan hal tersebut sebaiknya diperhatikan beberapa faktor, 
seperti luas wilayah. Dalam upaya kelengkapan peralatan pendukung ini, 
sebaiknya diperhatikan pula faktor jumlah. Faktor jumlah peralatan ini juga 
akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
pihak polrestabes Makassar, karena dengan kurangnya jumlah peralatan 
pendukung akan mengurangi efektifitas gerak dan kegiatan pengendalian 
dan penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan begal di kota 
Makassar. 
Untuk itu tanggung jawab dari masing-masing personil untuk secara 
konsisten melaksanakan dan melakukan tugas-tugasnya sangat 
diperlukan. Hal ini sangat dituntut sehingga dapat menanggulangi dan 
mengendalikan kejahatan begal di kota Makassar.  
 
48 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dari bab hasil penelitian, maka penulis dapat 
menarik sebuah kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Peranan korban dalam terlaksananya kejahatan begal adalah 
karena adanya faktor kelalaian  korban dalam mengamankan 
barang bawaannya, kurangnya kewaspadaan sehingga 
seseorang terkadang tidak menyadari bahwa hal tersebut bisa 
saja menjadi penyebab dirinya menjadi korban, dan seringnya 
keluar malam sendirian tanpa adanya pengawasan dan tidak 
sadar melintasi jalan yang sedang sepi.  
2. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi 
kejahatan begal terdiri dari dua bentuk, yang pertama yaitu: 
upaya preventif, upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak 
pidana dengan melakukan penyuluhan hukum melalui SABHARA 
dan BINMAS, sosialisasi melalui berbagai media dan melakukan 
koordinasi kepada setiap pihak baik lembaga pemerintah maupun 
non pemerinntah. Upaya yang kedua adalah upaya represif, yaitu 
tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah terjadinya tindak 
pidana dengan menindaklanjuti setiap laporan kejahatan begal 
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yang terjadi dan memberikan sanksi yanng tegas kepada setiap 
pelakukejahatan begal. 
 
B. Saran 
1. Kepada semua pihak baik masyarakat, maupun aparat penegak 
hukum perlu mengefektifkan upaya preventif maupun represif. 
Namun hendaknya lebih baik jika kita semua mengutamakan 
upaya-upaya preventif jauh lebih baik untuk menghindari 
munculnya korban. 
2. Korban selaku pihak yang dirugikan diharapkan untuk turut 
berpartisipasi di dalam upaya memberantas maraknya kejahatan 
begal di Kota Makassar dengan cara melaporkan kejadian yang 
dialaminya ke pihak yang berwajib.  
3. Bagi kaum perempuan sebaiknya jangan terbiasa untuk keluar 
malam sendirian jika tidak terlalu penting.  
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